SALINAN

BUPATI LUMAJANG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI LUMAJANG
NOMOR 67 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LUMAJANG NOMOR 75 TAHUN
2018 TENTANG PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN LAINNYA BAGI

Menimbang :

Mengingat

KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUMAJANG,

bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat
(5)dan Pasal 82 ayat (3) Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 47 Tahun2015;

bahwa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 75
Tahun 2018 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan
Lainnya Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa perlu
disesuaikan dengan perkembangan;

bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf
b,maka perlu menetapkanPeraturan Bupati tentang
Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun
2018 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Lainnya
Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan
Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 9), sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2
Tahunl1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2730);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4389);
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Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor
6Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)
sebagaimana  telah  diubah  dengan = Peraturan
Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 717);
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558)
sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5864);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan  Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor
12Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun
2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 2091);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun
2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2093);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun
2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2094);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum  Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 2036);
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun
2015tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015
tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian
PerangkatDesa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67
Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1223);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 6);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015
tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal
Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015
tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme
Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016
tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 49/PMK.07/2016
tentang Tatacara Pengalokasian, Penyaluran,
Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor478);

Peraturan Daerah  Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 7);

Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2016
tentangPedoman Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 35);

Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2016 tentang
Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten
Lumajang Tahun 2016 Nomor 36);

Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2018 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran
Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018 Nomor 59);
Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2018 tentang
Penghasilan Tetap dan tunjangan Lainnya Bagi Kepala
Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten
Lumajang Tahun 2018 Nomor 73);
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MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI LUMAJANG NOMOR 75 TAHUN 2018
TENTANG PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN LAINNYA
BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA.

Pasal I

Ketentuan Pasal 7 Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2018
tentangPenghasilan Tetap dan Tunjangan Lainnya Bagi
Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Lumajang Tahun 2018 Nomor 73) diubah,
sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

Besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa
yang bersumer dari ADD adalah sebagai berikut :

a. Kepala Desa : Rp.3.000.000 (tiga jutarupiah)
per bulan;
b. Sekretaris Desa : Rp.2.225.000 (dua juta dua

ratus dua puluh lima ribu
rupiah ) per bulan;

c. Kaur, Kasi dan Kasun : Rp.2.023.000(dua juta dua
puluh tiga ribu rupiah) per
bulan.

Pasal II

1. Diantara BAB VIII dan BAB IX disisipkan 1 (satu) BAB,
yakni BAB VIIIA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VIIIA
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16A
Pengalokasian ADD untuk penghasilan tetap Kepala Desa

dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam
Peraturan Bupati ini paling lambat 1 Januari 2020.

2. Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya  memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Lumajang.

Ditetapkan di Lumajang
pada tanggal 30 Agustus 2019

BUPATI LUMAJANG
ttd.

H.THORIQUL HAQ, M.ML.

Diundangkan di Lumajang
pada tanggal 30 Agustus 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG

ttd.

Drs. AGUS TRIYONO, M.Si.
NIP.19690507 198903 1 004

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2019 NOMOR 70






